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Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dimaksudkan untuk memberikan suatu landasan hukum bagi lembaga penyelesaian 

sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia. Adanya 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini dimaksudkan sebagai jawaban dari berbagai 

kritik yang muncul di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan, 

atas ketidakpuasan mereka terhadap proses berperkara di Pengadilan. Lembaga penyelesaian 

sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi penyelesaian sengketa alternatif 

melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dengan adanya Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak yang sedang bersengketa dapat memahami dan 

dapat menentukan lembaga penyelesaian sengketa alternatif mana yang akan digunakan 

dalam penyelesaian sengketa yang sedang dihadapinya, sebelum memutuskan untuk 

membawa sengketa tersebut ke lembaga Pengadilan;  Sebagaimana proses penyelesaian 

sengketa pada umumnya, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga dikenal 

proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilandasi oleh diundangkannya 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 200 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, dikenal 4 (empat) macam perselisihan 

hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. Masing-masing dari bentuk perselisihan hubungan industrial tersebut 

mensyaratkan adanya bentuk penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan terlebih dahulu 

sebelum mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan 

Industrial. Adapun lembaga yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam rangka penyelesaian 
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perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan adalah lembaga bipartit, mediasi, 

konsiliasi dan arbitrase.  
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